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MASYARAKAT PETANI DALAM RANGKA PENINGKATAN SOSIAL

EKONOMI MASYARAKAT PETANI
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ABSTRACT
To solve of the ineflectiveness of integralcd pesl control rcgululion, the law entpov,ernent is likely
needed such as firming up the regulation and improving low awareness of the furnrcrs hy regulation
exterls ron.
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PENDAHULUAN

Upaya rekayasa sosial yang dilakukan oleh

Pemerintah melalui pemberdayaan hukum guna

penerapan teknologi pertanian demi peningkatan sosial

ekonomi masyarakat p€tani telah dilakukan dua kali

yang pertama adalah penerapan intensifikasi pertanian,

sedang yang kedua adalah penerapan teknologi

pengendalian hama terpadu. Rekayasa sosial yang

pertama telah berhasil secara memuaskan, sehingga.

terjadi perubahan perilaku masyarakat petani secara

revolusioner dalarn bidang pertanian tersebut. Namun

demikian rekayasa sosial yang kedua temyata tidak

begitu berhasil sebagaimana sebelumnya walaupun

tidak dapat dikatakan gagal. Dalam hal itu peruba.han

perilaku yang terjadi pada masyarakat petani tidak

terjadi secara revolusioner tetapi secara inkremental.

yaitu sedikit demi sedikit, karena ternyata selain

tcrulapat pcnrbahan pcrili*u sebargainrana diharapkan,

r.nasilr ada pcrilaku rnasyarakat pctalri yang belum

sesuai dengan bcbcrapa ketentuan hukum yang

nlcngalunry1|.

Olch karena toknologi pengcndalian lrana

telpadu tclah ditentukan scbagai teknologi yang

digunalian dalarn pelaksanaan kegialan perlindungan

tanaman, sedangkan kegialannya terdiri dari tiga hal

sebagairnana diatur dalanr pasal 2l t-lndang-Undang

Nornor l2 Tahur 1992, rnaka penulis membatasinya

pada pclaksanaan kcgiatan pengcndalian organisme

pcngganggu tumbuhau.

SehLrllrngan dengan uraian di depan. maka

pcnrcrintalr dalarn upayanya nrcngubah perilaku

nlrsyanrkat petiuri dalam nrclaksarrakan Jrr'l irrdr"rngan

tanrnl iur,  khususnya pcngcndal ian organisr le

pcngganggu tumbulrarr agar nrcnggr urakan teknologi

Pemberdayaan Hukun untul< Mengubah Pcrilakt
Masyart|at fetani dalant Rangka .... ....
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pengendalian hama terpadu, perlu rrrenrperhatikan

substansi/materi hukum pasal 20 Undang-Undang

Nomor l2 Tahun 1992, khususnya yamg berhubungan

dengan pasal 2l b Undang-Undang tersebut. Dalanr

hal ini perlu diupayakan agar hukum, terutama yang

berkaitan dengan pasal-pasal tersebu! dapat menjadi

lebih berdaya dan efektif, sehingga upaya rekayasa

sosial terhadap masyarakat petani sebagaimana

dimaksud di atas dapat berhasil.

Sebagai salah satu langkah penting dalam

memberi arah bagi upaya rekayasa sosial melalui

pernberdayuun hukum adalah dengan melilut lbkttit.

faktor yang mendorong dan yang rnenjadi kcndala

bagi efektilnya (berlakunya) hukur.n bersangkuran

dalam masyarakat yang dituju.

PEMBAHASAN

Pendorong Efektifitas Hukum Pcngcndalian

Organisme Pengganggu Tumbuhan

Dalam hal ini terdapat beberapa (aktor yang

mendorong ter jadinya perubahan per i  lak u
'masyarakat petani sehingga sesuai dengan Undaurg-

undang Nomor l2 Tahun 1992 dan Peraturan

Pemerintah Nornor 6 Tahun I 995 yaitu laktor

kebiasaan yang tintbul akibat penerapan progr:ul't

intensifikasi penanian yang telal.r dimulai sciak tahLrn

1976. Faktor kebiasaan tersebut didasar i  o lch

keyakinan bahwa cara-cara yang dipergural<an dalanl

intensifikasi pertanian adalah baik dan mcmbawa

keuntungan. Selain itu terdapat faktor tanggapan

terhadap pengaruh sosial yang muncul kar cua sugesti

scrto l'aktor kcpcntingan scndiri. Sugcsti adalah suatu

ploses dirnana sescorang individu rncnerima suatu

canr penglihatan atau pedonran tingkah laku dari or-

ang lairr tanpa kritik terlebih dahulu. Ada beberapa

keadaan dan syarat yang memudahkan terjadinya

sugcsti pada individu nranusi4 yaitu : karena hambatan

bclpikir, karena kcadaan pikiran terpccah-pecah,

karcna otoritas. karcna nrayoritas,karena "will lo
hclievc". Ilarnhatan berpikir dapat dialami oleh

scscorirng inclividu yang ntenjadi bingung karena

tlihaclapkan pada kcsulitan-kesulitan hidup yang

tcrlllu kornplcks batsi daya taurpung pikirannya.

Ototilas pada la1rangan (bidurrg) te(entu atau

;.rrusti*- vrsial yiurgtinggi yangclinriliki olch scscorarg.

dukungan nrayor i tas yang dimi l ik i  o lch seseorang

nrisalnya nrcngenai pandangan atau ucapannya

tersebut akan nrenrudahkan terjadinya sugesti pada

individu manusia lainnya. demikian pula seseorang

individu yang telah nrempunyai s ikap pandangan

tcrlcutu, totapi dalam keadaan terpcndanr, akan lebih

nrudah nrcnerima sugesti mcngcnai sikap pandangan

terlcutu tcnichut. karcna dalarn pritndi individu yang

bclsangkrrtan sutlah tcrdapat suatLr kctcrscdiaan untuk
lcbih sldar dln yakin akan lral-lral ylng disLrgcstikan

iltt. Kcirdrnn lcrscbLrt dinartrak:ur strgcsti karcna "y,i1l

/o /rr,/rt,rr " (kul--na kcingin:ur utluk rrrcyakini dirinya).

Kcnd:r la l l fckt i f i tas l lukurn Pcngcndal ian

Oryanisnrc |tengganggu'l'umbuhan

Adapun faktor yang menjadi kendata bagi

tcrjadirrya pcrubahan perilaku nrasa pctani dalam

Penberdayaan Hukun untuk Menguhah Perilakn
Ma.rvurukttt P,'t,ni , lul,nn Ruttgka ......
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melaksanakan pengendal ian organisme pengganggu

tumbuhan, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan

hukum yang mengatumya, terdapat beberapa faktor,

antara lain faktor kebiasaan yang didasari keyakinan

dalam penggunaan pestisida secara berjadual adalah

baik bagi keberhasilannya dalam mengupayakan

panen sayurannya. Bagi para petani pada umumnya

pestisida dianggap sebagai "obat" dan merupakan

kebunrhan dari tanaman sayuran yang, hams dipenuhi,

agar dapat menghasi lkan panen yang baik.

Sebagaimana terbukti pada awal pelaksanaan

intensifi kasi pertanian.

Selain faktor tersebut,  pada petani

menganggap bahwa tanpa penggunaan pestisida

secara berjadual, tanaman tidak akan mungkin panen,

karena dikhawatirkan akan diserang hama penyak it

tanaman. Adapun hama penyakit tanarnan yang sangat

ditakuti oleh pam petani yang menanam bawah rlerah

adalah "bun upas " (kabut), karena jika tanantan

sudah terserang kabut tersebut, pucuk--pucuk daun

tanaman akan "mlungker" kemudian tanaman mati.

Dengan demikian faktor resiko yang terkandung

dalam perubahan perilaku yang dikehendaki oleh

ketenruan hukum pengendalian oryanisrne pengganlgu

rumbuhan lebih besar dari padajaminan sosial yang

bisadiusahakan.

Selanjutnya masih ada faktor lain yang

menjadi kendala bagi perubahan perilaku masyaraliat

petani, yaiu gencamya promosi pestisida yang rnasuk

ke yang menarnbah keyakinan para petani mengenai

khasiat "obat" tanaman.

Scbagaimana kenyataan. walaupun terdapat

para pctani yang menggunakan pestisida secara

bcriadtnl *hingga melakukan ;rlanggaran atas pasal

60 ayal ( I ) e dan ayat (2) e tJndang-Undang Nornor

l2 ' l 'ahun 1992. terapi  t idak pcrnah di lakukan
pencgakan hukunrrrya. Ilalrkalr pcrrcrapan pasal l7
l 'cratumn I)e mcrintah Nornor (r  ' l  ahurr 1995 iuga
bchun tlilakvrnakarr.

Hal ini.juga merupakan faktor kendala bagi
terjadinya perubahan perilaku masyarakat petani

untuk dapat sesuai dengan ketentuan hukum vang
mengalunlya.

Disarnping tirktor-laktor tersebut, tenryata

terdapat lirktoryang $ngat fxrnting, yaitu lbktor belum

terbenluknya kesadaran hukunr para petani secara

utuh mengcnai hukunr yang ntengatur nrengenai
pcngcndalian organisnrc pcngg.anggu tumbuhan.

[]ahkarr nrclcka belunr rncrrgctahui balrwu tcrdapat
aneanriln hukunran bagi ntereka yang nrelanqgar
larirngan 1rasal 22 ayat ( | ) t.lndang--lJnclang Nomor
l2'l'ahun l992.io pasal (r0 ayat ( | ) e dan ayat (2) e
lJndang-Undang Nomor I 2 'l'ahun 1992. Mereka

tidak mengetahui akan hak dan kewaiiban mereka
dihadapan hukum berkenaan dcngan pelaksanaan

Jrn gcndal ian organismc ;lr:n ggan ggu tumbuhan.

Bcrikut ini akiur disunpaikan pula lhktoryang
[rrupa ir-spck ckorromi yang mcnrpakan kendala bagi
terjadir rya pcruhalran pcrlakuan nrasyarakat pelani

agar dilpat scsuai dcngan kctcntuan hukunt yang

Pentberda)'aan Hukun untuk Menguhah Pcriluku
AlusSuruAut P*ni Jttluu Runy*a ..
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mengatur pengendalian organisnle pengganggu

tumbuhan.

Sebagaimana diketahui, bahwa bekerjanya

mekanisme pasar tnenghasilka.n harga. Apabila pada

suatu tingkat harga tertentu kuantitas barang yang

diminta melebihi yang ditawarkan oleh penjual, nraka

harga barang akan naik. Sebaliknya apabila kuantitas

barang yang ditawarkan tersebut lebih banyak dari

pada yang diminta,  maka harga akan turun.

Disebutkan pula, bahwa kecenderungan kenaikan

harga diakibatkan oleh penurunan kuantitas barang

yang di tawarkan. Keadaan pasar yang demikian

seringkali menyebabkan para petani dengan senga.ja

melanggar aturan pola tanaman yang benar (waktu

tanam yang tepat). Mereka ingin menikrnati untung

yang besarj ika dapat paner.r pada waktu "panen mya"

yang mana harga komoditi yang bersangkutanjustru

menjadi tinggi, karena kelangkaan kornoditi tersebut

yang disebabkan misalnyaoleh banj ir setiap tahun di

daerah lain. Dalam hal ini berarti mereka telal'r

melanggar pasal 20 ayat (1)jo. Pasal 2l hurufB.

Undang-Undang Nomor l2Tahun l992jo. Pasal 9

ayat ( I ) Peratwan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995

Pedoman Rekomendasi Pengendalian hama penyakit

Tanaman Pangan, tentang pola tanam.

Perbuatan pelanggaran terscbut biasanya

telah dicegah oleh tenran atau kerabat petarri yang

akan melakukannya, dengan memperingatkan agar

tidak melakukannya, karena pasti tidak pauen

Perbuatan pelanggaran tersebut menyebabkan

polakurrya rlclakukan pelanggaran yang lain. yaitu

dcngan r lc lakukan apl ikasi  pcst is ic la tanpa

pcnranlruan tcrlcbih dulu dan secant [rcriadual, sejak

saat tananran nruncul kc penlukaan tanah. sampai

saat siap di panen (tua). Dengan demikian berarti

petani tersebut telah melanggar pasal 20 ayat ( I ) Pasal

2l hunrfb Undang-Undang Nomor l2 Tahun 1992

.jo. Pasal 9 Peraluran Penrerintah Nornor Tahun 1995.

Pcmbcrdayaan Hukum Pen genda I i  a n

Oryanismc I'engganggu Tumbuhan

f'aktor-laktor kcndala di atas nrenyebabkan

ketidakscsuaian antara pcrilaku masyarakat petani

t l i rhm melrksanakan pcngendal ian organisrne

per)gg;rnggu tunrbuharr dengarr hukum vang

mcngatrurya.

Mengingat bahwa salah satu tujuan

diundangkanrrya tJndzurg-tJndang Nomor I 2 Tahun

I 992 tentang Sistem Budidaya Tanaman adalah untuk

rneningkatkan sosial ekonomi masyarakat petani,

nralia upaya penrberdayaan hukunt rnelalui penegakan

hukum yang tnengatur pengendalian organisme

pcnggauggu tunrbuhan tersebut harus dilaksanakan.

di saml'ring nrengoptimalkan laktor pcndorong dan

nrcngantisipasi lhktor kcndala sebagairlana tersebut

t l i  utas.  Mcnurut Si l t i ip lo Rirhirc l r . jo.  tcrhadap

kc{clrtuiln hukunt yang bcrlirngsi scbagai sarana

nrcngubah por i laku nlasyarakal ,  seharu snya
pencgakan hukurnnyajuga berfungsi sebagai sarana

frrubalran lersebut. Ketentuan hukrrn yang mengatur

Penberdayaan Hukutn unt k Mengubah Perilokt
llasyaraktt lttuti J. ant Rangku . .
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masa.lah pengendalian OPT pada dammya mengajak

masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat

petani di Indonesia pada khuswnya untuk mencapai

suatu keadaan dimana tanaman terlindung dari

semngan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OI)T)

tetapi baik manusi4 kemampuan sumberdaya alam

maupun kelestarian lingkungan hidup tetap terjaga
(selamat) dan dapat memperhat ikan serta

meningka&an produksi budidaya tanaman.

Sebagainrana norma-nomra sosial lainrrya,

norma (kebntuan hukum tentang pengendalian Ol)'f
juga disertai  dengan sanksi-sanksi  bagi
pelanggarannya. Sanksi-sanki tersebut diatur dalam
pasal 60 ayat 9l) dan ayat (2) Undang-U-ndang

Nomor l2 Tahun 1992 tentang Budidaya tanaman,

dimana perbuatan yang melanggar pasal 60 ayat ( I )
tersebut dianggap sebagai kejahatan dan pelakurrya

dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama 5
( l ima) tahun dan denda pal ing banyak Rp.

250.000.000,00 (dua ratus lima puluhjuta rupiah).

Sedangkan perbuatan yang melanggar ayat (2) pasal

60 tersebut dinamakan pelanggaran. dan pelakunya

dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama I 2
(dua belas) bulan atau denda paling banyak

Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Demikian pentingnya masalah penggunaan

teknologi PHT tersebut, sehingga sanksi yang

diancamkan bagi pelanggar ketentuan yang

mengaturnya begitu berat.  Nanrun denrik ian

sebagaimana telah ditetapkan dalam ketentuan -l-Ap

MPR-ltl Nomor Il/MPR/l 993 tenrang Garis-garis

Besar I laluan Negara, bagian bidang hukur.r.r. point

d.  penerapan hukurl  dan pcnegakan hukum

dilaksanakarr secara tegas dan lugas tclapi manusiawi

berdasarkan rasa keadilan dan kcbenaran dalam
rangka mcwujudkan ketertibzur dan kefnstian hukurn,
nrcrringkatkan te(ib sosial dan disiplin nasional yang

nrirnulp dan dinatnis.

[)i vrnrping nrclalui lrncnq.ritn vrnksi pidana

tcrtlaput hchcrapa cara yang dapal ditcnrpulr untuk
nrcngupayalian Jrencgakan hukum Jrngendalian OpT,
antara lain nrelalui pasal l7 Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 1975. Pada pasal tersebut dinyatakan
bahwa Kepala Desa. Cantat. Mantri Tani. Dinas
Pcrtanian atau instansiteknis lainnya dapat nteminla

laporan secara rutirr setiap periode tertentu alau
sewaktu-waktu sesuai kepcrluan. kepada perorangan

atau ba(lan hukum yang menggrurakan Jrstisidadalam
rarrgka pengendal ian organisnre pengganggu

tunrbulran yang merr lpunyai darnpak terhadap
kcschatan rrrlnusia, schaglintana di nraksud dalanr
paslrl | 5 l)cnrtru:rn l)cntcdntah Nolnor (l'l-ahun 1995.
Cata la in yarrg di ternpuh untuk ul laya perrcgakan

hLrkunt prngcnclalian Olrl- adalah dengan melakukan
per'lgawasan terhadap penggunaan pestisida dalam
rangka pengendal ian organisnte pengganggu

tunrbuhan. Sebagainrana diatur dalarn pasal  20
Pcraturan l temerintalr  Nonror (r  - l 'ahun 1995.
Pcngawasan tersebut dilakukan olch nrerrteri yang

bertanggungiawab di bidang Budidaya ranaman yang

Pemherdayaan Hukum untuk Menguhoh Periluku
Ma.tyarakat PctdDi Jdldu RutgAu ... ..
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menunjuk petugas pestisida. Dalam hal penuniukan

petugas tersebut, Menteri Pertanian mengeluarkan

Surat Keputusan Menteri Nomor 356lKptslf l, .27 0l

1 985 tentang pengawasan Pestisida.

Berkenaan dengan pengawasan pestisida

tersebut, maka Gubemur Kepala Daerah f ingkat I

dengan dibantu oleh Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pertanian mengkoordinasikan kegiatan

pengawas pestisida yang dilakukan oleh pengawas

pestisida tingkat propinsi dan Bupati Kepala Daerah

Tingkat Il dengan dibantu oleh Kepala Dinas

Pertanian Kabupaten Daerah Tingkat I I

mengkoordinasikan kegiatan. pengawasan pestisida

yang dilakukan oleh para pengawas pestisida tingkat

kabupaten&otamadya. Hal ini sesuai pasal 9 ayat (2)

Sumt Menteri Perta.nian Nomor 536/l(plMl'P.27 0.1 7 I

1 985. Dalarn melaksanakan pemberdayaan hukum,

khususnya sebagai sarana rekayasa sosial/perubahan

perilaku masyarakat, selain penegakan hukum rrasih

terdapat beberapa hal yang harus dilaksanakan oleh

Pemerintah sebagai aparatu hukum, yaitu berkenaan

dengan empat langkah sistematis dar i  Adam

Podgorecky. Dalam hal ini telah dilakukan langkah

memalumi nilai-nilai yang ada dalarn masyarakal" yaitu

den-an mengutarnakan pelaksanaan Program

Nasional Pengendalian Hama Tcrpadu pada daeralV

real intensifi kasi pertanial. Sedangkan.jenis Sekolah

Iapang Pengendalian Hama 1'erpadr.r (SLPlll )
disesuaikan dcr.rganjenis tananran yang paling banyak

ditanam dl wilayah yang benangkutan.

Pengutiunaan Jrlaks:uraan Program Nasional

Pl lll 'p.rda arcal intcnsilikasi. berarti Pcmerintah

sebtgai aparatrrr hukurl tclah rnenrilih nrasyarakat

pctnni yang rncnganggap pcstisida scbagai obat

lanilmarr. yang dapat rlengobati dan ntencegah

tananran dar i  scrangatr  l ranra/penyaki tnya.

Masyarakat pctani pada area intensifikasi telah

menganggap (mcnilai) bahwa hama dan penyakit

tananran sebagai pengganggu yang harus diberantas

mntas.

Selanjutnya pelaksanaan Pr ogram Nasional

Pl.l'f nrerupakan upaya dari pcnrerintah sebagai

aparatur hukurrr nrelakukan konrunikasi hukum

A<iapun konrr.rnikasi hukurn yang dilakukan dengan

rnasyalakat pctani berrrpa masuknya inforntasi

nrcrrgenai 'l cknologi l)cngcrrclaliarr I lanra 'l'erpadu,

turr  l  uk pclaksanaan pcrr  gcndal iatr  organ isme

pcngganggu tumlruh ke dalanr nrasyarakat yang

bersangkutan.

Pada waktu mengikut i  SL-PHT sayur

tersebut, kelompok Tani diperkenalkan serta dilatih

untuk nrenggunakan teknologi  PHT dalam
pelaksanaan perlindungan tananrzm sayuran khusus

tananlan kentang. Dalam kcgiatan tersebut diperoleh

pcrbcdaarr hasil panen scbanyak l0% yaitu petak

Pl l'l- mcnghasilkan

8tl0 kg dan petak lokal tl00 kg. dcngan hasil pcnjual

Itp. 2(r.1.(XX).(X) dali pctak I'll ' l 'tlan I{p. 240.t}t)0.00

dlri petak krkal. Scdarrgkan biaya usaha tarri pctak
' l ) l l  l  dan l tp.  277.t)0t) .0t)  pcrak lokal .  Oleh

Pcnberdayaon Htkuu untuk Menguhah l,erilaku
ilasrdrdk,tl Pttani dalLtn Rangfu
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karenanya maka perbedaan keuntungarr yang

diperoleh menjadijauh lebih besar dari p-erbedaan

hasil penjualan, yaitu 143,3375 dimana keuntungan

petak PHT adalah Rp. 16.050,00 petak lokal

mengalami kerugian sebesar Rp. -37.000.00. Pada

pelatihan SLPHT salufiu! tersebut nyata diperlihatkan

ftarena dialami sendiri peserta pelatihan keunturgan

menggunakan teknologi PHT).

Agar hukum berlaku efektifl, salah satu syarat
yang harus dipenuhi adalah komunikasi huliurn. Istilah

komurikasi berarti pengiriman pesan atru berita antara

dua orang atau lebih sehingga pesan itu dnpat

dipahami. Dengan demikian komunikasi hukun dapat

diartikan sebagai pengiriman pesan mengenai hukum

sehingga pesan tersebut dapat dipahami oleh

masyarakat yang bersangkutan.

Keberhasi lan melakukan komunikasi hukum
pada suatu masyarakat, menimbulkan aclanya

kesadaran hukunt masyarakat tersebut, yaitu

kesadaran hukum dalam arti pengetahuan balr',\" suatu
perilaku tertentu diatur oleh hukum (arti kedua).

Sedangkan arti kata kesadaran hukum yang pcrlanra

adalah nilai-nilai yang terdapat dalarn diri nranusia

mengenai hukunr yang ada. Kesadaran hukrrnr
merupakan semacam jembatan yang ntcnghuhung

antara ketentuan hukum dengan perilaku hukurn
anggota masyaraliat yang bersangkutan.

Dalam rangka mengusahakan agar

masyarakat mempur.ryai kesadaran hukurn / dalarn

rangka meningkatkan kesadaran hukum n.rasyarakat,

pcrncr intah Indoncsia nrclaksanakan program

Perryul uhan Kesadaran Hukum, mclalui Keputusan

Kchakirnan Republik lndonesia No. M 05 PR 07-

0-, tanggal 6 Agustus l988lentang pmbentukan dan

Pcnrbinaan Keluarga Sadar yang sclanlutnya disebut

dcngan Kadarkunl serta peraturan Menter i

Kel.rakiman Rcpublik IndonesiaNo. 05-PR-08-10

tahun 1998 tanggal 6 Agustus | 988 tentang Pola

Pcnrantapan Penyuluhan Ilukum

Katlarkunr bcr l i r  t r  gs i  scbagai wadalr

lrrhinrpururr tnasyarrrliat yang bcrkcsldlran hukum.
dln txjrtugils rncningkatkan kesadartn hukunr vang
tinggi bagi para anggotanya dari ntasyarakat pada

unrunrnya. tJntuk ntenjadi anggota Kadarkum tidak

ada paksaan. tapi scsuai Kadarkum. dilakukan

dengan rnelaksrnakan Jrnyuluhan hukum, yaitu zuatu
kcgiatan unluk nreningkatkan kcsadaran hukr.rm
nrasyalakat berupa penyanrpaian dan pcnjelasan

lrukrrnr kcpatla rnasyarakat dalam suatu infomtal agar
setiap anggola nrasyanrkat nrengelthrri dan nremalrami

apa yang nrcnladi hali. kewajiban dtrn wewcnangnya,

sehinglla tclcipla sikap rlan pcrilaku bcr.kesadaran

hrrkunr.  yai lu sclain mcngctahui .  tncnrahami
r lcnghal,al i  sckal igLrs rncnratuhi .  Menlaal i  hukunr
sestriri pasal I point b. Pcratrrran Mcntcri No. 05 l)R
0t l -  l0 tahun 1998.

Adir dua sasaran yang hendak dicapai nrelalui pro-

g'r'arn p-nyululran hukunt, yaitu :

I . Mtrsyarakat mernahzuli atunn-aluran huktun, hak
selta kcwaiihan nrcnurut hrrkum dan prosedur

Penberdayaan Hukun untuk Menguhah Periluku
llosyaru*Ltt PL'tani d.tl,tu RangAu .........
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hukum dalam menyelesaikan masalal, -masalah

yang dihadapi.

2 . Masyarakat mentaati dan memahalni lrukurn atas

kesadaran sendiri tanpa paksaan atau ancanran

dari siapapun.

Adapun cara penyuluhan dapat dibcrikan

secara langsung, yaitu penyuluhan hukum berfiadapan

dengan masyarakat yang disuluh, dapat berdialog dan

bersambung rasa, misalnya ceramah, diskusi, temu

wicara, simulasi dan Iain-lain. Di samping itu

penyuluhan hukum dapat diberikan sccara tidak

langsung yaitu penyuluhan hukum dapat dibcrikan

secara tidak langsung, yaitu penyuluhan hukum dapat

diberikan secara tidak langsung yaitu penyuluhan

hukum tidak berhadapan dengan masyarakat yar.rg

disuluh, tetapi melalui media perantar4 misalnya ra-

dio. TV. film. bahan bacaan dan lainlain.

DAFTARPUSTAKA
Abidin Bembi, Petunjuk Studi Lapangan l'HT -

Sayuran, Bawang Merah, Cabai ,
Kacang Panjang, Kentang, Kubis Dan
Tomat, Cet. Ke-3, Progran.r Nasional
Pengendalian Hama Terpadu Departemen
Pertanian. Jakarta. I 996.

Anonim, Petunjuk Umum l 'e la ksan i ran
Pengarvasan Pest is ida,  Direktorat
Jenderal  Pertanian Tanaman Pangan,
Direktorat Perlindungan Tananran Pangan,
Jakarta.  1988.

Anonim, Petunj  uk Tcknis l 'cngclola:rn

Lingkungan Drlam I 'cmbangunan
Tanaman Pangan dan Hort ikul tura,
Dircktorat .lenderal Tanar.nan Pangan dan
I lortikultura, Direklolal Ilirra Proqram.
.lakurta. l9!)4.

Arronirn. Sulat Kcnutusur Mcnlcri l'crlaniirn Nomor
i  90/K pts/ ' l  [ ' . ( rO( l l4 l l994 ' l 'entang

Itcnyclcnggl raa n Progr:rrn Nasional
I'cngendalian I larna 1'crpadu, 1994.

Bagian Proyck l)engendalian Hanra 'l'erpadu (1,H1-)
Jawa 'linrur Tahun Anggaran 199711998
Itctunjuk Tcknis Pclaksanaan Kegiatan
l) iuas Pertanian Tanaman Pangan
l)aerah, Propinsi Daerah 'fingkat I Jawa
'linu-n

Chacruddin, OK, Sosiologi llukum. Cet. Perdana.
Sinar Gral lka.. lakarta.  I  99 l .

( ic lungarr.  W.A.,  l 's ikologi  Sosi l l ,  l . .d is i  Kcdua.
( 'c1.  Kct igabclas. l t ' l ' .  l r lcsco. [ ]anr lung.
t996.

Rahadjo, Satjipto, Hukum dan llcrspcktifSosial,
Penerbit Alumni, Ilandung, I 981 .

Sastrosiswojo, Sudarwohadi. Pctunjuk Lapangan
(l'ctlap) PHT Sayuran, llawang Mcrah,
Cahai, Kacang |tnnjang, I(cntang, Kubis
dan Tomat, Cet. Ke-3, I)rogram Nasional
Pcngendalian I Iama'ferpadu, Departemen
I)crtaniarr. Jakartl. I 99(r.

Sttdarson<1. l luku l 'cngantar l ihononr i  Mikro,
I9 l i l .

Pentberdayactn Huknn untuk Mcnguhah Perilaku
l4asyaraAat Pddni ddlalt Runyku .........

174 Ilcttn I lenlrtt i Purvuninxrunt


